Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan
daerah yang terbuka, transparan, dan bertanggungjawab,
maka diperlukan adanya suatu pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kutai
Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Perndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19453;

2. Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 3896), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dengan ...
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan

yYang memuat:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. laporan operasional;

d. laporan perubahan ekuitas;

€. neraca;

f. laporan arus kas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1)

termasuk dokumen pendukung yang dimuat dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1)

huruf a adalah sebagai berikut:

a. pendapatan
b. belanja
c. transfer

surplus/defisit
(a-b+c)

Rp 3.491.592.184.251,59
Rp 2.965.254.100.755,25
Rp  412.962.757.091,00

Rp 113.375.326.405,34

d. pembiayaan ...



d. pembiayaan

- penerimaan Rp 164.230.318.401,31

- pengeluaran Rp 5.000.000.000,00

pembiayaan netto Rp 159.230.318.401,31
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

adalah sebagai berikut:

a.

selisih anggaran dengan  realisasi pendapatan sejumlah
Rp 67.182.423.678,41 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan Rp 3.558.774.607.930,00

2. realisasi Rp 3.491.592.184.251,59
selisih lebih /(kurang) Rp 67.182.423.678,41

selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp 330.990.705.013,75 dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. anggaran belanja Rp 3.296.244.805.769,00

2. realisasi Rp 2.965.254.100.755,25
selisih lebih /(kurang) Rp  330.990.705.013,75

selisih anggaran dan realisasi transfer sejumlah

Rp 10.704.337.649,00 dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. anggaran transfer Rp 423.667.094.740,00

2. realisasi Rp 412.962.757.091,00
selisih lebih/(kurang) Rp 10.704.337.649,00

selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp (274.512.618.984,34) dengan rincian adalah sebagai berikut:
1. surplus/defisit Rp (161.137.292.579,00)

2. realisasi ...



2. realisasi Rp 113.375.326.405,34
selisih lebih /(kurang) Rp (274.512.618.984,34)
e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp
1.906.974.177,69 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan Rp 166.137.292.579,00
2. realisasi Rp 164.230.318.401,31
selisih lebih/(kurang) Rp 1.906.974.177,69

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 5.000.000.000,00
2. realisasi Rp 5.000.000.000,00
selisih lebih /(kurang) Rp 0,00

g selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto  sejumlah
Rp 1.906.974.177,69 dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto Rp 161.137.292.579,00

2. realisasi Rp 159.230.318.401,31

selisih lebih/(kurang) Rp 1.906.974.177,69
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal Rp 166.137.292.579,31
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan
pembiayaan tahun berjalan Rp 164.230.318.401,31
c. saldo Rp 1.906.974.178,00
d. sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 272.605.644.806,65
e. saldo Rp 274.512.618.984,65

f. koreksi ...
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f.  koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya Rp (250.950,00)

g. lain-lain Rp (1.906.723.228,00)

h. saldo anggaran lebih akhir Rp  272.605.644.806,65
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020
adalah sebagai berikut:

a. pendapatan-laporan operasional Rp 3.549.248.043.530,55
b. beban Rp 3.038.406.752.785,01
c. surplus kegiatan operasional Rp 510.841.290.745,54
d. surplus kegiatan non operasional Rp 3.123.097.447,16
€. surplus sebelum pos luar biasa Rp 513.964.388.192,70
f. defisit dari pos luar biasa Rp (81.650.827.426,00)
g. surplus-laporan operasional Rp 432.313.560.766,70
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai
berikut:

a. ekuitas awal Rp 9.383.389.888.206,26
b. surplus laporan operasional Rp 432.313.560.766,70
c. dampak kumulatif perubahan

kebijakan/kesalahan mendasar Rp (270.041.924.235,81)
d. ekuitas akhir Rp 9.545.661.524.737,15

Pasal 7...
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Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per
31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. jumlah aset Rp 9.889.919.115.439,58

b. jumlah kewajiban Rp 344.257.590.702,43

c. jumlah ekuitas dana Rp 9.545.661.524.737,15
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai
berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2020 Rp 166.137.292.579,31
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 959.904.385.827,54
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (851.529.059.422,20)
d. arus kas bersih dari akivitas pendanaan Rp 0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp (1.906.974.178,00)

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020 Rp 272.605.644.806,65

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)
huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.,

Pasal 10

Laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran | merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Laporan perubahan saldo anggaran lebih, tercantum dalam Lampiran I

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12 ...




.

Pasal 12
Laporan operasional, tercantum dalam Lampiran 1l merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13
Laporan perubahan ekuitas, tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Neraca, tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15
Laporan arus kas, tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16
Catatan atas laporan keuangan, tercantum dalam Lampiran VII merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17
Daftar rekapitulasi piutang daerah, tercantum dalam Lampiran VIl merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, tercantum dalam
Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 19

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, tercantum dalam

Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20 ...
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Pasal 20
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, tercantum dalam Lampiran XI
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah,
tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Daftar rekapitulasi aset tetap, tercantum dalam Lampiran XIII merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan, tercantum dalam Lampiran
X1V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Daftar rekapitulasi aset lainnya, tercantum dalam Lampiran XV merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Daftar dana cadangan daerah, tercantum dalam Lampiran XVI merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Daftar kewajiban jangka pendek, tercantum dalam Lampiran XVII merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Daftar kewajiban jangka panjang, tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28 ...
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Pasal 28

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, tercantum dalam
Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 29
Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah,

tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kutai Timur.
Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 September 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,
ttd
ARDIANSYAH SULAIMAN
Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd
IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2021
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR : (64.08/1/54/4/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagj

Bayu Irawan, SH
Penata /Illc
NIP, 19850112 2011010 003

Janu
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